DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badrulzaman, Mariam Darus, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Jakarta:
Alumni, 1997).

Balai Harta Peninggalan Jakarta, Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta
Peninggalan, (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta, 2013).

Balai Harta Peninggalan Semarang, Buku Pintar Tugas dan Fungsi Balai Harta
Peninggalan, (Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Balai Harta Peninggalan Semarang, 2018).

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika
KUH Perdata dan Perkembangannya, (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Harahap, M. Yahya, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975).

Hasan, M. Igbal, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Jakar-
ta: Ghalia Indonesia, 2002).

HS, Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika,
2002).

Kansil, CST., Modul Hukum Perdata I, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).

178



, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2000).

Kusuma, Hilman Hadi, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Aditya Bakti, 1999).

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia Edisi Revisi, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2010).

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2013).

Nitisemito, Alex. S., Manajemen Personalia, (Jakarta: Ghalia, 2001).

Prawirohamidjojo, R. Soetoyo dan Asis Safiudin, Hukum Orang dan Keluarga
(menurut Buku | BW), (Alumni: Bandung, 1974).

Satrio, J., Hukum Harta Perkawinan, Cetakan ke Il, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1993).

, Hukum Pribadi Bagian I (Persoon Alamiah), (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1999).
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1984).

, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 1984).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tin-
jauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

Subekti, Pokok pokok Hukum Perdata, Cetakan ke XV, (Jakarta: PT.Intermasa,
1980).

Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1990).

Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
Kencana, 2008).

Zainuddin, Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika,
2008.

Jurnal:

Imaniar Putri Novianti, Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan
dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus, Jurnal Pandecta
Universitas Negeri Semarang, ISSN 2337-5418, Volume 10. Nomor 1.

Juni  2015.

179



Sa’roni, Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Harta Pailit
Setelah Berlakunya UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Tesis,
(Semarang: Universitas Diponegoro, 2006).

Yunanto, Konsep Keadilan dalam Sengketa Harta Kekayaan Perkawinan Berba-
Sis Kemajemukan Hukum, ISSN: 2527-4716, Jilid 41, Nomor 2 2012.

, Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum dalam Pembagian Harta
Kekayaan Perkawinan pada Perkawinan Serial, Jurnal Masalah- Masa-
lah Hukum, ISSN: 2527- 4716, Jilid 47, Nomor 4 Oktober 2018.

Kamus:
Andreae, Fockema, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia,
diterjemahkanoleh Adiwinata, Saleh, dkk., (Bandung: Bina Cipta, 1983).

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, St. Paul Minn: West Publishing
Company, 1968.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Lain-Lain:

Abbas,Syahrial,  Rekonstruksi &  Rehabilitasi ~ Aceh  dikutip  dari
http://www.serambinews.com/oldn/index.php?aksi=bacaopini&opinid=13
23, diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 19:14 WIB.

BBC Indonesia, Dianggap Tak Efektif, Pencarian Korban KM Sinar Bangun

Resmi Dihentikan, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44694972,diakses
pada tanggal 02 September 2018 pukul 20:50 WIB.

Liputan 6, Kisah Hilangnya Adam Air, 3 Hari Muncul Petun-

juk,https://www.Liput an6.com/global/read/2022536/kisah-hilangnya-adam-air-3-
hari-muncul- petunjuk, diakses pada tanggal 02 September 2018 pukul

20:30 WIB.

, Menko Luhut Ungkap Faktor Penyebab Tenggelamnya Kapal KM

Sinar Bangun, https://www.liputan6.com/news/read/3566080/menko-
luhut-ungkap-faktorpenyebabtenggelamnya-kapal-km-sinar-bangun,
diakses pada tanggal 02 September 2018 pukul 21:02WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Ordonantie Van 5 Oktober 1872, Stb. 1872 No. 166 tentang Balai Harta
Peninggalan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

180


http://www.serambinews.com/oldn/index.php?aksi=bacaopini&opinid=13
http://www.serambinews.com/oldn/index.php?aksi=bacaopini&opinid=13
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44694972
https://www.liputan6.com/news/read/3566080/menko-%20%09luhut-ungkap-faktorpenyebabtenggelamnya-kapal-km-sinar-bangun
https://www.liputan6.com/news/read/3566080/menko-%20%09luhut-ungkap-faktorpenyebabtenggelamnya-kapal-km-sinar-bangun

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991/1992.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Keputusan Menteri Negara Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980
Nomor M.02.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Harta Peninggalan.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1977 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977
tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
17 Oktober 2014 Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan.

181



